
No.1907, 2014 BASARNAS. Manajerial. Teknis. Jabatan
Struktural. Standar Kompetensi. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR KOMPETENSI

TEKNIS BAGI JABATAN STRUKTURAL BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor
PK.17 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasiona telah
mengatur mengenai standar kompetensi manajerial bagi
jabatan struktural di lingkungan Badan SAR Nasional;

b. bahwa untuk setiap pemangku jabatan dalam melaksan
akan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada
standar kompetensi manajerial perlu didukung dengan
standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang
tugasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu membentuk
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar
Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis
Bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-UndangNomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89 dan Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33 dan Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor:
PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15
Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 684);

10.Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Search And Rescue (SAR), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor
PK.20 Tahun 2014;



2014, No.19073

11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional PK.20 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan SAR
Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN STANDAR
KOMPETENSI TEKNIS BAGI JABATAN STRUKTURAL
BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

1. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas
dan atau fungsi jabatan.

2. Kompetensi Manajerial adalah Soft Competency yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau/fungsi
jabatan.

3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang mutlak diperlukan dalam melaksan akan tugas-tugas
jabatannya.

4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi
manajerial minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri dalam
melaksanakan tugas jabatan.

5. Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan
kerja organisasi negara.

7. Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang
meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kuncidan level
kompetensi.

8. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah
kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pencarian dan pertolongan.
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9. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan
pertolongan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi jabatan
minimal yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri dalam melaksanakan
tugas jabatannya.

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:

a. Standar Kompetensi Manajerial; dan

b. Standar Kompetensi Teknis.

Pasal 4

(1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang
harus dimiliki seorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugas
jabatan.

(2) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Maksud disusunnya standar kompetensi jabatan manajerial dan
standar kompetensi jabatan teknis sebagai dasar untuk:

a. pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural; dan

b. perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan latihan
bagi pegawai yang memangku jabatan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

(2) Tujuan disusunnya standar kompetensi jabatan manajerial dan
standar kompetensi jabatan teknis syaitu:

a. Untuk terpenuhinya standar minimal yang ditentukan dalam
setiap jabatan;

b. untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi di setiap unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional; dan

c. untuk mengoptimalkan kinerja di setiap unit kerja di lingkungan
Badan SAR Nasional.
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Pasal 6

(1) Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) teridiri atas:

a. pengisian data jabatan;

b. identifikasi kompetensi manajerial;

c. kamus kompetensi manajerial;

d. daftar sementara kompetensi manajerial;

e. kompetensi tambahan;

f. penentuan kategori kompetensi; dan

g. standar kompetensi jabatan manajerial.

(2) Penyusunan Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. pengumpulan data jabatan;

b. inventarisasi fungsi organisasi;

c. indentifikasi unit kompetensi;

d. perumusan standar kompetensi teknis; dan

e. penentuan kualifikasi Kompetensi Teknis yang meliputi:

1) kompetensi umum;

2) kompetensi pilihan;dan

3) syarat lainnya.

Pasal 7

(1) Hasil Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Penyusunan
Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen dasar dalam
penyusunan formulir hasil akhir penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis bagi jabatan struktural
dilingkungan Badan SAR Nasional.

(2) Hasil akhir dokumen penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan
Standar Kompetensi Teknis jabatan struktural di lingkungan Badan
SAR Nasional disusun dalam satu formulir.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum secara
lengkap dalam lampiran Peraturan ini dengan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
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Pasal 8

(1) Dalam hal penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Standar
Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan
ayat (2) wajib diketahui oleh PejabatEselon II sesuai dengan tanggung
jawab di unit kerjanya.

(2) Evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Manajerial dan Standar
Kompetensi Teknis dilakukan oleh Pejabat Eselon II yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang organisasi dan kepegawaian.

(3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai
yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat)
dan/atau kursus.

Pasal 9

Diklat dan/atau kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Diklat penjenjangan;

b. Diklat fungsional; dan

c. Diklat teknis lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Diklat penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
dilaksanakan untuk memenuhi/ memastikan/ merealisasikan
kebutuhan Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dalam
kebutuhan kompetensi jabatan struktural.

(2) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai
dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

(3) Diklat teknis lainnya sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk menunjang
kebutuhan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dalam
pemenuhan kebutuhan standar kompetensi jabatan struktural.

Pasal 11

Masing-masing Pejabat eselon I bertanggung jawab terhadap
pengembangan kompetensi pegawai di lingkungannya dengan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala SAR
Nasional Nomor PK.17 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan
di Lingkungan Badan SAR Nasional dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



2014, No.1907 8



2014, No.19079



2014, No.1907 10



2014, No.190711



2014, No.1907 12



2014, No.190713



2014, No.1907 14



2014, No.190715



2014, No.1907 16



2014, No.190717



2014, No.1907 18



2014, No.190719



2014, No.1907 20



2014, No.190721



2014, No.1907 22



2014, No.190723



2014, No.1907 24



2014, No.190725



2014, No.1907 26



2014, No.190727



2014, No.1907 28



2014, No.190729



2014, No.1907 30



2014, No.190731



2014, No.1907 32



2014, No.190733



2014, No.1907 34



2014, No.190735



2014, No.1907 36



2014, No.190737



2014, No.1907 38



2014, No.190739



2014, No.1907 40



2014, No.190741



2014, No.1907 42



2014, No.190743



2014, No.1907 44



2014, No.190745



2014, No.1907 46



2014, No.190747



2014, No.1907 48



2014, No.190749



2014, No.1907 50



2014, No.190751



2014, No.1907 52



2014, No.190753



2014, No.1907 54



2014, No.190755



2014, No.1907 56



2014, No.190757



2014, No.1907 58



2014, No.190759



2014, No.1907 60



2014, No.190761



2014, No.1907 62



2014, No.190763



2014, No.1907 64



2014, No.190765



2014, No.1907 66



2014, No.190767



2014, No.1907 68



2014, No.190769



2014, No.1907 70



2014, No.190771



2014, No.1907 72



2014, No.190773



2014, No.1907 74



2014, No.190775



2014, No.1907 76



2014, No.190777



2014, No.1907 78



2014, No.190779



2014, No.1907 80



2014, No.190781



2014, No.1907 82



2014, No.190783



2014, No.1907 84



2014, No.190785



2014, No.1907 86



2014, No.190787



2014, No.1907 88



2014, No.190789



2014, No.1907 90



2014, No.190791



2014, No.1907 92



2014, No.190793



2014, No.1907 94



2014, No.190795



2014, No.1907 96



2014, No.190797



2014, No.1907 98



2014, No.190799



2014, No.1907 100



2014, No.1907101



2014, No.1907 102



2014, No.1907103



2014, No.1907 104



2014, No.1907105



2014, No.1907 106



2014, No.1907107



2014, No.1907 108



2014, No.1907109



2014, No.1907 110



2014, No.1907111



2014, No.1907 112



2014, No.1907113



2014, No.1907 114



2014, No.1907115



2014, No.1907 116



2014, No.1907117



2014, No.1907 118



2014, No.1907119



2014, No.1907 120



2014, No.1907121



2014, No.1907 122



2014, No.1907123



2014, No.1907 124



2014, No.1907125



2014, No.1907 126



2014, No.1907127



2014, No.1907 128



2014, No.1907129



2014, No.1907 130



2014, No.1907131



2014, No.1907 132



2014, No.1907133



2014, No.1907 134



2014, No.1907135



2014, No.1907 136



2014, No.1907137



2014, No.1907 138



2014, No.1907139



2014, No.1907 140



2014, No.1907141



2014, No.1907 142



2014, No.1907143



2014, No.1907 144



2014, No.1907145



2014, No.1907 146



2014, No.1907147



2014, No.1907 148



2014, No.1907149



2014, No.1907 150



2014, No.1907151



2014, No.1907 152



2014, No.1907153



2014, No.1907 154



2014, No.1907155



2014, No.1907 156



2014, No.1907157



2014, No.1907 158



2014, No.1907159



2014, No.1907 160



2014, No.1907161



2014, No.1907 162



2014, No.1907163



2014, No.1907 164



2014, No.1907165



2014, No.1907 166



2014, No.1907167



2014, No.1907 168



2014, No.1907169



2014, No.1907 170



2014, No.1907171



2014, No.1907 172



2014, No.1907173



2014, No.1907 174



2014, No.1907175



2014, No.1907 176



2014, No.1907177



2014, No.1907 178



2014, No.1907179



2014, No.1907 180



2014, No.1907181



2014, No.1907 182



2014, No.1907183



2014, No.1907 184



2014, No.1907185



2014, No.1907 186



2014, No.1907187



2014, No.1907 188



2014, No.1907189



2014, No.1907 190



2014, No.1907191



2014, No.1907 192



2014, No.1907193



2014, No.1907 194



2014, No.1907195



2014, No.1907 196



2014, No.1907197



2014, No.1907 198



2014, No.1907199



2014, No.1907 200



2014, No.1907201



2014, No.1907 202



2014, No.1907203



2014, No.1907 204



2014, No.1907205



2014, No.1907 206



2014, No.1907207



2014, No.1907 208



2014, No.1907209



2014, No.1907 210



2014, No.1907211



2014, No.1907 212



2014, No.1907213



2014, No.1907 214



2014, No.1907215



2014, No.1907 216



2014, No.1907217



2014, No.1907 218



2014, No.1907219



2014, No.1907 220



2014, No.1907221



2014, No.1907 222



2014, No.1907223



2014, No.1907 224



2014, No.1907225



2014, No.1907 226



2014, No.1907227



2014, No.1907 228



2014, No.1907229



2014, No.1907 230



2014, No.1907231



2014, No.1907 232



2014, No.1907233



2014, No.1907 234



2014, No.1907235


